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                                                      BAB I 

GAMBARAN UMUM INSTANSI 

1.1 Sejarah Singkat Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 

II Tanjung Buton 

Pelabuhan Tanjung Buton  merupakan Pelabuhan yang pertama / pintu gerbang 

pertama untuk perdagangan. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan  RI. 

NO. KM 62 Tahun 2002 tanggal, 2 Oktober 2002 Pelabuhan Tanjung Buton adalah 

Pelabuhan Kelas II merupakan Pelabuhan yang diusahakan dengan Kantor KSOP 

Kelas II Tanjung Buton (segi pengusahaan) serta pengelolaan pelabuhan 

penyeberangan PT Persero ASDP cabang Sungai Pakning. 

Lebih lanjut dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut maka kantor  

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan ( KSOP ) Kelas II Tanjung Buton  

mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a. Pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal,   sertifikasi 

keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal dan penetapan 

status hukum kapal. 

b. Pelaksanaan pemeriksaan manajemen keselamatan kapal. 

c. Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait 

dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, limbah 

bahan berbahaya dan beracun (B3), pengisian bahan bakar, ketertiban 

embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasillitas pelabuhan, 

pengerukan dan reklamasi, laik layar dan kepelautan, tertib lalu lintas 

kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan dan 

penundaan kapal, serta penerbitan Surat Persetujuan Berlayar. 

d. Pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal, pencegahan dan pemadaman 

kebakaran di perairan pelabuhan, penanganan musibah di laut, 

pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim dan penegakan hukum di 

bidang keselamatan dan keamanan pelayaran. 

e. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan yang terkait 
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dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang 

keselamatan dan keamanan pelayaran. 

f. Pelaksanaan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan 

Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, serta pengawasan 

penggunaannya, pengusulan tarif untuk ditetapkan Menteri. 

g. Pelaksanaan penyediaan, pengaturan, dan pengawasan penggunaan lahan 

daratan dan perairan pelabuhan, pemeliharaan penahan gelombang, 

kolam pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan jalan serta Sarana Bantu 

Navigasi Pelayaran. 

h. Pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di 

pelabuhan, keamanan dan ketertiban, kelancaran arus barang di 

pelabuhan. 

i. Pelaksanaan pengaturan lalu lintas kapal ke luar masuk pelabuhan 

melalui pemanduan kapal, penyediaan dan Jasa atau pelayanan jasa 

kepelabuhanan serta pemberian bentuk lainnya kepada Badan Usaha 

Pelabuhan. 

j. Penyiapan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional 

pelayanan jasa kepelabuhanan. 

k. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan 

hubungan masyarakat serta pelaporan. 

 

1.2 Visi dan Misi Perkembangan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas   

Pelabuhan Kelas II Tanjung Buton 

a. Visi  

Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Buton 

adalah “Mewujudkan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Tanjung 

Buton sebagai unit pelaksana teknis yang handal dan mampu memberikan 

pelayanan yang prima untuk menciptakan terselenggaranya trasnportasi laut yang 

teratur, aman, nyaman, lancar dan terjangkau”. 

 

b. Misi  
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Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Kelas II Tanjung Buton adalah untuk 

mewujudkan visi yang telah ditetapkan, sehingga dirumuskan sebagai berikut 

“Menciptakan terselenggaranya operasional pelabuhan  yang terpadu dengan 

selamat, aman, cepat, tertib, teratur, dan efisien”. 

 

1.3 Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan 

Kelas II Tanjung Buton 

Struktur Organisasi adalah suatu struktur sistematika yang menunjukkan 

susunan pola tetap dan hubungan diantara fungsi–fungsinya, bagian–bagian atau 

fungsi–fungsinya, maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan serta dapat 

menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda demi tercapainya 

suatu tujuan yang diinginkan dalam suatu organisasi. Wewenang dan tanggung 

jawab suatu pimpinan sampai dengan suatu yang paling bawah di dalam suatu 

organisasi. 
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STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESYAHBANDARAN 

DAN OTORITAS PELABUHAN (KSOP) KELAS II TANJUNG BUTON 
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Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan  mempunyai tugas 

melaksanakan pengaturan, pengedalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhan, 

keselamatan dan keamanan pelayaran pada pelabuhan serta menyediakan dan/atau 

pelayanan jasa kepelabuhan yang belum diusahakan secara komersial. 

1. Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana induk Pelabuhan serta Daerah 

Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan 

pelabuhan (DLKp). 

1) Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) terbagi atas DLKr wilayah 

daratan dan DLKr wilayah perairan. DLKr daratan mencukup 

fasilitas pokok serta fasilitas penunjang. Fasilitas pokok yang 

dimaksud seperti di antaranya, dermaga, tentunya termasuk coast-

way(jalan pantai) dan trestle(jembatan) yang menghubungkan 

dermaga dengan daratan. Fasilitas lainnya berupa tempat 

penyimpanan barang, seperti gudang, lapangan penumpukan, 

terminal peti kemas serta terminal curah cair/kering. Termasuk pula 

fasilitas pokok adalah terminal penumpang, fasilitas penampungan 

limbah, fasilitas pengolahan limbah dan fasilitas pemadam 

kebakaran. 

2) Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) digunakan 

untuk kegiatan, seperti, keperluan keadaan darurat (seperti kapal 

terbakar atau kapal bocor), penempatan kapal mati, perairan untuk 

percobaan kapal berlayar, kegiatan pemanduan kapal serta fasilitas 

perbaikan/pembangunan/pemeliharaan kapal. 

b. Penyediaan dan pemeliharaan pemecah gelombang, kolam pelabuhan, 

alur pelayaran. 

Pemecah gelombang (breakwater) adalah bagunan yang digunakan 

untuk melindungi daerah perairan pelabuhan dari 

gangguan gelombang.Bangunan ini memisahkan daerah perairan dari 



6 
 

laut lepas, sehingga perairan pelabuhan tidak banyak dipengaruhi 

oleh gelombang besar di laut. 

c. Penjaminan keamanan dan ketertiban pelabuhan. 

Kepelabuhanan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan 

penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan 

fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan 

ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, 

keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda 

serta mendorong perekonomian nasional dan daerah. 

d. Pengaturan, pengendalian, dan pengawasan usaha jasa terkait dengan 

kepelabuhan dan angkutan diperairan. 

 Tugas melaksanakan pengawasan tertib lalulintas kapal di perairan 

pelabuhan dan alur pelayaran,pemanduan dan penundaan kapal, 

penerbitan SuratPersetujuan Berlayar, kegiatan alih muat di 

perairanpelabuhan,dan pekerjaan bawah air, bongkar muatbarang 

berbahaya, barang khusus, pengisian bahan bakar,limbah bahan 

berbahaya. 

e. Penyediaan fasilitas pelabuhan dan jasa pemanduan dan 

penundaan.Penundaan Kapal adalah bagian dari pemanduan yang 

meliputi kegiatan mendorong, menarik, menggandeng, mengawal 

(escort), dan membantu (assist) kapal yang berolah-gerak di alur-

pelayaran, daerah labuh jangkar maupun kolam pelabuhan, baik untuk 

bertambat ke atau untuk melepas dari dermaga,( jetty, trestle, pier), 

pelampung, dolphin, kapal, dan fasilitas tambat lainnya dengan 

mempergunakan kapal tunda sesuai dengan ketentuan yang 

dipersyaratkan 

 

 

 

2. Status Hukum dan Sertifikasi Kapal.  
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Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengawasan keselamatan 

dan keamanan. Kegiatan bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal  

meliputi : 

a. Penerbitan surat tanda kebangsaan kapal. 

Adalah surat tanda bukti dimana kapal tersebut boleh memasang 

bendera kebangsaan kapal pemberi surat laut. Sijil awak kapal adalah 

daftar dari semua orang yag melakukan dinas awak kapal dan di buat di 

hadapan syahbandar. 

b. Penerbitan sertifikat kelaikan kapal. 

Sertifikat Kelaikan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut untuk kapal penangkap ikan yang telah memenuhi 

persyaratan berdasarkan hasil pengujian dan pemeriksaan. 

c. Pengukuran kapal dalam negeri maupun internasional. 

a) Pengukuran dalam Negeri yang digunakan untuk pengukuran dan 

penentuan tonase kapal yang panjangnya kurang dari 24 meter. 

b) Pengukuran Internasional yang digunakan untuk pengukuran dan 

penentuan tonase kapal yang panjangnya 24 meter atau lebih 

d. Pemeriksaan dan penerbitan surat keterangan radio. 

Prosedur penerbitan Sertifikat Keselamatan Keselamatan Kapal 

dilakukan dengan cara pemilik kapal mengajukan permohonan untuk 

penerbitan sertifikat keselamatan kapal, sebelum diterbitkan sertifikat 

keselamatan kapal terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap 

nautis, teknis dan kondisi kapal oleh petugas pemerintah yang ditunjuk 

(Marine Inspector). 

 

1.4 Ruang Lingkup Perusahaan 

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah unit pelaksana 

teknis di lingkungan kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Operasional 

Unit Pelaksana Teknis Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 

II Tanjung Buton bekerja berdasarkan  PM 36 Tahun 2012 Tentang 



8 
 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahabandaran dan Otoritas Pelabuhan 

mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, dan penegakan hukum 

dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan 

kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secarakomersial. 
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BAB II 

DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA PRAKTEK DARAT 

2.1 Spesifikasi Tugas Yang Dilaksanakan 

Kegiatan praktek darat yang Penulis laksanakan pada tanggal 06 

September 2021 sampai 25 Februari 2022 diKantor Kesyahbandaran dan 

Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Buton bukan hanya untuk mempelajari 

dan mengamal kan ilmu yang telah di pelajari di bangku perkuliahan tetapi 

lebih untuk memahami bagaimana dunia kerja sesungguh nya dan 

menyesuaikan diri pada lingkungan duniakerja. 

Adapun faktor pendukung dalam melaksanakan praktek darat yaitu disiplin, 

tanggung jawab, mental, kejujuran, dapat besosialisasi dengan baik dan etos 

kerja. Dari penilaian ini dapat di ketahui bahwa apakah kita sudah di 

kategorikan sebagai kerja yang baik ataukah sebalik nya. Bukan hanya itu 

kita juga harus menjaga kerapian kita, kecermatan dan ketelitian kita. Supaya 

semua kegiatan yang kita lakukan berjalan denganbaik. 

Pada awal nya Penulis harus beradaptasi atau melakukan penyesuaian 

diri pada lingkungan kerja, baik pimpinan, karyawan, maupun yang lain nya. 

Ini bertujuan supaya jika Penulis di berikan tugas Penulis bisa berkomunikasi 

dengan baik apabila ada hal yang tidak di pahami atau tidak di mengerti 

Penulis bisa bertanya kepada karyawan maupun yang lain nya. 

Sewaktu penulis melaksanakan kegiatan praktek darat di Kantor 

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Buton Penulis di 

tempat kan di Berbagai bidang yaitu: 

 

1. Bagian Status Hukum dan Sertifikasi Kapal (SHSK) 

  Tugas yang dilaksanakan selama Praktek Darat adalah Penerbitan Sertifikat                

Kelaikan Kapal, dan Pemeriksaan dan Penerbitan Sertifikat keterangan 

Keselamatan kapal dan Penerbitan Pecegahan limbah di kapal . 
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2.2 Target yang diharapkan 

Manfaat yang didapatkan pada saat Penulis melaksanakan praktek darat 

ialah : 

1) Dengan adanya praktek darat dapat memberikan gambaran dunia kerja 

yang sebenarnya dan dapat berfikir lebih cepat untuk mengatasai 

permasalahan yang ada. 

2) Menambah pengetahuan Penulis yang tidak didapatkan saat belajar 

diruangkelas. 

3) Mepersiapkan mental Penulis untuk terjun didunia kerja setelahkuliah 

4) Mampu membuat Surat Sertifikat keselamatan kapal. 

Syarat untuk membuat Surat Sertifikat Keselamatan Kapal : 

 Fotocopy Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut/Surat izin 

Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus yang sudah di validasi. 

 Copy Grosse Akta Kapal. 

 Copy Surat Ukur Kapal. 

 Copy Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal. 

 Copy Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang. 

 Copy Sertifikat Garis Muat. 

5) Mampu membuat Surat Ukur kapal 

Syarat untuk membuat Surat Ukur Kapal : 

 Surat Permohonan dari pemilik kapal. 

 Bukti hak milik atas kapal. 

 Identitas Pemilik Kapal. 

 Gambar – gambar kapal yang telah di sahkan. 

 Persetujuan penggunaan nama kapal. 

6) Mampu membuat Nota Tagihan Jasa Perkapalan  

 

2.3 Perangkat yang digunakan 

Sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang 
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sangat pesat seperti sekarang, Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan 

Kelas II Tanjung Buton menggunakan perangkat seperti: 

1) Komputer, digunakan untuk membuat surat persetujuan bongkar dan 

muat barang dan lain –lain. 

2) Mesin Printer, digunakan untuk pencetakan Surat – Surat seperti surat 

persetujuan bongkar dan muat barang dan lain –lain. 

3) Wi Fi, di gunakan untuk mengakses internet untuk melakukan kegiatan 

penginputandata. 

4) Pena, untuk mecatat laporan kedatangan dan keberangkatankapal. 

5) Stampel, alat yang digunakan untuk stempel keperluan-keperluan yang 

dibutuhkan. 

6) Kertas, alat yang digunakan untuk membuat keperluan surat surat 

Dengan adanya komputer dan printer makadapat mempermudahdan 

mempercepat pekerjaan setiap karyawan.
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2.4 Data – Data yang diperlukan 

Adapun data data yang diperlukan penulis dalam laporan ini yaitu:  

1) Data perusahaan secara singkat 

2) Data struktur organisasi kantor yang bersangkutan 

3) Data kegiatan harian yang dilaksanakan. 

Untuk mendapatkan dan memperoleh data akurat dan benar penulis 

menggunakan metode pengumpulan data sebagai cara yang diantaranya 

sebagai berikut : 

1) Observasi 

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati 

langsung terhadap semua kegiatan yang berlangsung, baik melalui praktek 

darat di lapangan maupun dengan memperhatikan setiap kegiatan yang 

sedang bekerja. 

2) Interview 

Merupakan metode pengumpulan data dengan tanya jawab secara 

langsung baik dengan orang dilingkungan tempat pelaksana maupun dengan 

kariawan yang ada di ruang lingkup perusahaan. 

 

2.5 Kendala yang dihadapi 

Kendala - kendala yang dihadapi saat Penulis melaksanakan praktek 

darat di Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuahan Kelas II Tanjung 

Buton adalah sebagai berikut: 

1) Pekerjaan yang dilakukan dengan komputer dapat terkendala saat 

komputer mengalami gangguan atau kerusakan, sehingga dapat 

menghambat pekerjaan dalam penginputan data dan menghambat 

pekerjaan Pegawai dan Karyawan; 

2) Pekerjaan yang bergantung pada jaringan internet jika terjadi gangguan 

menyebabkan adanya proses laporan data kepusat menjadi terhambat; 

3) Mesin printer yang mengalami kerusakan saat melakukan pekerjaan. 
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                                                 BAB III 

PROSES PENERBITAN SURAT SERTIFIKAT 

KESELAMATAN KAPAL DI KANTOR KESYAHBANDARAN 

DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II TANJUNG BUTON 

 

3.1 Proses Penerbitan Surat Sertifikat Keselamatan Kapal oleh Kantor 

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Buton 

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 

PM 57 Tahun 2021 tentang sertifikat keselamatan kapal.keselamatan kapal 

adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan 

material,kontruksi,bangunan,permesinan,dan pelistrikan,stabilitas tata 

susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, 

elektronik kapal, yang di buktikan dengan sertifikat setelah di lakukan 

pemerikasaan dan penguji. Adapun beberapa hal sebelum penerbitan Surat 

Sertifikat Keselamatan kapal, antara lain: 

1. Untuk memperoleh Surat Sertifikat Keselamatan Kapal pemilik atau 

operator kapal mengajukan permohonan secara tertulis kepada 

Syahbandar 

2. Permohonan harus dilengkapi surat pernyataan Nakhoda(Master 

Sailing Declaration) 

3. Bukti-bukti pemenuhan kewajiban kapal lainnya sesuai dengan 

peruntukannya 

 

3.2 Kelengkapan Penerbitan Surat Sertifikat Keselamatan Kapal 

Adapun beberapa hal kelengkapan sebelum penerbitan Surat Sertifikat 

Keselamatan Kapal, antara lain: 

1. Syahbandar melakukan pemeriksaan kelengkapan dan validitas dari 

surat laut dan dokumen kapal. 
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Persyaratan Surat – surat  laut sebagai berikut : 

 Nama kapal. 

 Tanda panggilan. 

 Tempat pendaftaran. 

 Tanda pendaftaran. 

 Ukuran (Panjang x lebar x dalam). 

 Tonase kotor. 

 Tonase bersih. 

 Tahun pembangunan. 

 Penggerak utama. 

 Merek TK/KW. 

 Bahan utama kapal. 

 Jumlah geladak. 

 Jumlah baling – baling. 

Persyaratan dokumen – dokumen  kapal sebagai berikut : 

 Surat tanda kebangsaan kapal. 

 Sertifikat kelayakan. 

 Sertifikat keamanan. 

 Sertifikat bebas tikus. 

 Surat daftar Awak Kapal. 

 Surat kesehatan. 

 Sertifikat Lambung timbul. 

 Surat Ukur. 

 

 

 

2. Syahbandar mendapat laporan dari PT.SRI RIANI dan mengetahui 

bahwa kapal KM.Cahaya Aisyah yang akan berlayar tidak memenuhi 

persyaratan kelaiklautan dan keamanan kapal, Syahbandar berwenang 

melakukan pemeriksaan kapal. 
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Pemeriksaan kapal meliputi sebagai berikut : 

 Pemeriksa Nautis,Teknis dan Radio terdiri dari peralatan 

Navigasi,Peralatan Radio Komunikasi,Alat-alat keselamatan,Alat-alat 

Pemadam kebakaran. 

 Pemeriksaan Muatan dan Stabilitas yaitu Batas Maksimum Garis 

Muat,Stabilitas Kapal,Penempatan Muatan,Lashing Muatan. 

 Pemeriksaan Pengawakan yaitu : Nahkoda,Jumlah Perwira,Jumlah ABK 

dan Buku kesehatan . 

 

3. Syahbandar menerbitkan Surat Sertifikat Keselamatan Kapal dengan 

menggunakan format dari Peraturan Menteri Perhubungan.  
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan Pasal 219 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 

Tentang Pelayaran, diatur bahwa setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat 

Sertifikat Keselamatan Kapal  yang dikeluarkan oleh Syahbandar. Penerbitan 

Surat Sertifikat Keselamatan Kapal merupakan surat yang di berikan kepada kapal 

yang menyatakan bahwa kapal tersebut layak untuk berjalan.Dalam rangka 

menjalankan tugas dengan baik yang mengedepankan keamanan,kapal harus di 

lengkapi dengan surat surat maupun sertifikat sesuai peraturan yang di terapkan 

oleh negara. 

 

 

4.2 Saran 

Adapun saran untuk mengembangkan tugas yang telah di lakukan selama kerja 

praktek adalah sebagai berikut : 

Setelah melaksanakan Kerja Praktek di Kantor Ksyahbandaran dan 

Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Buton penulis memperoleh banyak 

pengalaman dan pengetahuan.Saran atau masukan penulis bagi Kantor 

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Buton adalah 

persyaratan untuk pengurusan surat dalam pembuatan surat persetujuan sertifikat 

keselamatan kapal di tempelkan di depan dinding  loket sehingga pemohon tidak 

perlu bolak balik untuk menggandakan persyaratan tersebut. 
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DAFTAR PUSTAKA 

 
 

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia PM Nomor 57 Tahun 2021 

tentang PROSES PENERBITAN SURAT SERTIFIKAT KESELAMATAN 

KAPAL 

Politeknik Negeri Bengkalis.2022.Buku Panduan peraktek Darat (PRADA) 

&Peratek Laut (PRALA) Jurusan Kemaritiman Politeknik Negeri 

Bengkalis.Bengkalis 
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